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KOLABORASI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

« Kementerian PANRB dan LAN membantu dalam manajemen dan peningkatan
kapasitas Inovasi Daerah.
«  Kementerian Dalam Negeri membuat Indeks Inovasi Daerah.
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Database Indeks Inovasi Inkubasi Inovasi
Top Inovasi Pelayanan Daerah untuk Ukuran
Publik dan JIPP Daya Saing Daerah Dalam

Rangka Otonomi Daerah



PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

RUANG LINGKUP

PELAYANAN PUBLIK

*Barang publik (pengadaan
dan penyaluran)

«Jasa publik (penyediaan
jasa)

«Administratif (pelayanan
administrasi)

PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK

«Instansi penyelenggara

negara
«Korporasi (BUMN, BUMD)
sLembaga independen
«Swasta/Organisasi
Masyarakat yang

melaksanakan Misi Negara
karena UU



ROAD MAP BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Kabinet Indonesia
Bersatu Il (2009-2014)

Kabinet Indonesia k\!)
Bersatu (2004-2009) o

US

1.UU 25/2009 tentang
Pelayanan Publik

2.PP 96/2012 tentang
Pelaksanaan UU 25/2009

3.Peraturan Pelaksanaan UU
25/2009 tentang:
a. Standar Pelayanan
b. Maklumat Pelayanan
c. SKM
d. dll

Kabinet Kerja (2014-
2019)

2020-2025

~~o Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

1.Mendorong
kepatuhan terhadap
UuU 25/2009
2.Sosialiasi tentang
pelayanan publik
3.Pembinaan, monev,
dan pengawasan
pelayanan publik

PELAYANAN PUBLIK
RESPONSIF DAN
BERDAYA SAING GLOBAL

PERCEPATAN DG
MEMBANGUN DAN
MENGEMBANGKAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK




KEBIJAKAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

+ UU 25/2009; PP 96/2012; Perpres;

Program Prioritas

PermenPANRB
Kondisi Saat Ini + Perpres No. 81/2010 tentang Grand INOVASI
Design RB
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Public Se_ctor
Innovation

ARAH PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

(Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014)

PEMBINAAN:

PENGERTIAN: *  Menumbuhkan dan membudayakan:
Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
adalah terobosan jenis (KIPP)

pelayanan baik yang

merupakan gagasan/ide + Pengembangan: Replikasi Inovasi
kreatif orisinal dan/atau Pelayanan Publik, melalui Jaringan
adaptasi/modifikasi yang Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), Forum
memberikan manfaat bagi Replikasi

masyarakat, baik secara

langsung maupun tidak + Pelembagaan: Inovasi Pelayanan
langsung. Publik menjadi program (dan

dianggarkan), bagian dari fupoksi,
memiliki dasar hukum, dan budaya
organisasi.



INOVASI PELAYANAN PUBLIK ....

‘one agency one innovation’
“Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) wajib
menciptakan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun”

Tujuan:
Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mencapai
pelayanan publik kelasdunia.

Outcome:
o Meningkatkan confidence para penyelenggara pelayanan publik.

o Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perubahan yang dilakukan
Pemerintah

o Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

“Terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide
kreatif orlémal dan atau adaptasi/ modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara
langsung maupun tidak [angsung”




KRITERIA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Berkelanjutan

(dukungan keberlangsungan
inovasi)




PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN
PUBLIK ....

Kompetisi Inovasi

Sistem Informasi Inovasi

Pemanfaatan & Pengembangan Jaringan

Inovasi
Pertukaran

Pengalaman

Peningkatan Kapasitas

Adaptif Berkelanjutan

Fasiltasi Dengan... Monev Berkelanjutan

Dilakukan Dengan...



KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
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TUJUAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Q

Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai
upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang
inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;

3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan
| profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;

- 4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;

3 Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan
sistem JIPP Nasional.




HASIL KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Q

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inovasi yang terdaftar di Sinovik

=  Hasil Tahap:
Desk Evaluation

=  Hasil Tahap:
> Presentasi dan Wawancara
» Verifikasi Lapangan

=  Dasar hukum KIPP

Top 99

Top 9

SE Menteri
PANRB
9/2014

1.189

Top 99

Top 25

SE Menteri
PANRB
15/2014

2.476

Top 99

Top 35

Peraturan
Menteri
PANRB
15/2015

3.054

Top 99

Top 40

Peraturan
Menteri
PANRB
19/2016

2.824

Top 99

Top 40

Peraturan
Menteri
PANRB
3/2018

3.156

Top 99

Top 45

Peraturan
Menteri PANRB
5/2019




PETA SEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK Q
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DID untuk Inovasi Pelayanan Publik....

S-AR /MK.07/2019 24 September 2019
Segera

Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
se-Indonesia
Seohubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang dalam Rapat
Paripuma DPR RI tanggal 24 September 2019, dapat disampaikan daftar Rincian Alokasi
Transter ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari:
Dana Bagi Hasil;
Dana Alokas! Umum;
Dana Alokasi Khusus Fisik:
Dana Alokasi Khusus Nonfisik:
Dana Insentif Daerah;
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
. Dana Desa.
Daftar rincian alokasi secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Demikian daftar rincian dimaksud untuk dapat disebarluaskan dan dipergunakan
sebagai dasar kebijakan penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah
r pemerintah daerah tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan
pemerintah (Kementerian Keuangan/Kementerian Lembaga lain) yang menawarkan berbagal
proyek yang berkenaan dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 ini.

Tembu:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ko PK/IPK 2232019

Gedung Djuanda | Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon 1500420 Faksimile (021) 3509443 Situs www. Kkemenkeu.go.id
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@ PP | APAMTU?

JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Peraturan
Menteri
PANRB
30/2014

Adalah Simpul Kerja Terdiri Dari Kementerian/ Meliputi Informasi, Jaringan Kerja Sama
Sama Antarlembaga Lembaga, Pemerintah Perencanaan, Anggaran, Dapat Membentuk Simpul
Yang Mempunyai Minat Daerah, Perguruan Operasional, (Hub) Dan Kolaborasi,
Dalam Pengembangan Tinggi, Lembaga Keberlanjutan, Replikasi Baik Regional, Nasional
Inovasi Pelayanan Publik Swadaya Masyarakat, Dan Pengembangan Dan Internasional
Dan Lembaga Mitra Kapasitas, Dan Partisipasi
Pembangunan Masyarakat

INNCZIVATION



®.rpr | MENGAPA JIPP PENTING?
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pelayanan publik daerah, ASN, Lewat innovation hub,

terus dan masyarakat masyakarat dapat

berkembang, %aepnatetahui berinteraksi dengan para

karena itu harus Secagr"a penyedia pelayanan publik

Ed? §aradna kemprehensif dan membgrlkan feedback
Sl e tentang atas inovasi pelayanan yang

g]eeirlliar‘rmn;aatlwlgan kemajuan telah ada
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publik di satu
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pelayanan publik

INNCZIVATION



JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORI ”

o SRR e - | * Sebagai sarana belajar dan mengamati -
= % @,ee%e% & | inovasi pelayanan publik karena masalah | . S
pelayanan publik terus berkembang ugb-»«?&e-_u

* Agar pimpinan instansi, ASN, dan

masyarakat dapat mengetahui kemajuan

pelayanan publik

+ Agar masyarakat dapat berinteraksi

dengan penyedia pelayanan publik untuk = -

memberikan feedback atas inovasi 2

jipp.sumselprov.go.id

jipp.jatengprov.go.id
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“jadikan inovasi
pelayanan publik bukan
hanya sebagai
kebutuhan tetapi jadikan
sebagai suatu tradisi,
Penghargaan bukanlah
tujuan tapi kepuasan
masyarakatlah yang
harus kita prioritaskan”
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